
Menteri Puencanaan Pembangunan NasionaU

Keph Badan Puenmnaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN Mf, NTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 68 /M.PPN/HK / 05/ 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

PROGRAM KERJA SAMA PEMEzuNTAH RI.UNFPA SIKLUS.IO (2021.2025)

MENTERI PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

Menimbang

MengrnSat

a. bahwa dalam rangla pelaksanaan Pro3ram Kerja Sama
Pemerintah zu-UNFPA Siklus-10 (2021-2025), perlu
melaksanakan koordinasi yang efektif dalam perencanaan,
pelaksanaan, Wmantauan, pelaporun dan evaluasi agar
program ke1a sama dapat terlaksana secara opimal;

b. bahwa berd,asarkan pertimbangan *bagaimana dimaksud
dalam huruf a dan dalam rangka memberikan dukungan
dalam pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah RI-
UNFPA Siklus- 10 (2021-2025) untuk mendukung proSram-
proSram Pemerintah Indonesia dalam mencapai tarSet
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-
2024, perlu membentuk Tim Koordinasi Program Keda Sama

Pemerintah RI-UNFFA Siklus- 10 (2021-2025);

c. bahwa pejabat dan pegawai yang aamar.ya tercantum dalam
lzmpiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tuSas sebaSai

anSSota Tim Koordinasi ProSram Kerja Sama Pemerintah RI-
UNFPA Siklus- 10 (2021-2025);

1. Undang-UndanS Nomor 25 Tahwr 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-UndanS Nomor 6 Tahun 2027 tentang An&garan
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angg:aran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor

245,...



Menetapkan

PERTAN{A

245.,Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6735);

3. Petaturat Pemerintah Nomor 45 Tahttn 2013 tentant Tata
Cam Pelaksanaan Angg tan Pendapatat dan Belanja Negara
sebagaim na telah dirbah dengan Perututzn Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018;

4. Pelaturan Presiden Nomor 67 Tahun 2079 tentang Penataan
Tugas dan FunSsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju
Periode Tahun 2Ol 9 -2024;

5. Peratrffan Prcsiden Nomor 68 Tahun 2079 tentang Organisasi
Kementerian Negara sebagaim ana telah dltbah dengan
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahtn 2027;

6. Peratltran Presiden Nomor 8O Tah],.n 2027 tentang
Kementerian Percncanaan Pembangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2027 tentang Bada:n
P etenc ana an P emb angrsnan Nasionall

8. Perafiffan Menteri Petencan a Pembangunan
Nasional/Kepala B 

^dan 
P erencanaan P embanganan Nasional

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.99/PMK.05/2017
tentanS Administrasi Pengelolaan Hibah;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembanganan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 14 Tahw 2O2O tentang OrSanisasi dan Tata Kerja
Kementerian Percncanaan Pembangunan Nasional/Badan
P etenc ana an Pembangunan Nasional ;

I,IET{UTL'ST.'AN:

KXPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PROGRAM KXRJA SAMA PEMXRTNTAH Rr-UNTPA SIKLUS-1o
(2027 -202s).

Membentuk Tim Koordinasi Prc8ram Ke4a Sama Pemerintah RI-
UNTPA Siklus-Io (2021. -2025), untuk selanjutnya disebut Tim
Koordinasi, dengan susunan keanggotaan *bagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim
Teknis, dan Kelompok Kerja.

KXDUA

KETIGA...



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim Penga.rah bert',tas:

1. mengoordinasikan penyusunan dan proses pengesahan CPD
PCMCTiNtAh RI.UNFPA;

2. memberikan arahan secara menyeluruh dalam proses

Wrencanaan, Wlaksanaan, pe.ngendalian dan evaluasi Program
Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus ke-10, termasuk pada

situasi kebencana an dan darurat;

3. menyetujui dan memberikan arahan atas :ustlan p.nambahan
MP baru;

4. menyetujui darn memberi arahan atas rekomendasi hasil reviu
tahwan (Annual Reuiu) dan reviu akhir CPE;

5. menyetujui laporan hasil pencapaian p,laksanaan program
kerla sama yang akan disampaikan kepad4 Menteri PPN/Kepala
Bappenasl

6. melaksanakan pertemuan minimal dua kali dalam setahun dan
menindaklanjuti hasil pertemuan Tim Pengarah sebelumnya;
dan

7. memberi arahan untuk debftIenecking isu-isu strategis dalam
pelakmnaan proSram kerja sama.

Penanggtng Jawab bertugas memeg ng tanggong jawab lerhadap
seluruh pelaksan aan keg)tan Tim Koordinasi.

Tim Teknis bertugas:

I. mengoordinasikan pnyusunan AWP di setiap Pogram Kerja
sesuai dengan CPAP;

2 memastikan sinergskegSatzn antar output, MP-MS, dan sumber
pendanaan;

3. mengidentifikasi permasalahan dan t^ntaligan dalam
pelakmnaan proSram kerja sama yang bersifat lintas
outpuL/outcome, serla merumuskan rekomendasi atas soluli
permasalahan dan melaporkan kepada Tim Pengarah;

4. memfasilitasi &n merumuskan tindak lanjut reviu akhir siklus
proSram kerla sama;

5. mengadakan pertemuan rutin Tim Teknis minimal 4 (empat)

kali dalam setahun untuk memantau perkembangan
pelaksanaan prog m yang dilaksanakan oleh MP-MS dan
UNT?A;

6. mengoordinasikan pelaksanaan Wfiantauan terpad\ antar
output dan antar MP-MS;

7. melaporkan...



KEENAM

KETUJUH

-1

7. melaporkan perkembangan pelaksanaan progrz,m kerja sama
per-semester kepa daTim Pengarah; dan

8. mengadakan pertemuan untuk membahas isu yang bersifat
mendesak.

Kelompok Kerja bertugas:

1. memantau pencapaian output prcgram, serta memberikan
rekonlendasi untuk penyempumaan program/kegsatan t^hvn
berikutnya dengan mempertimbanglan aspek-aspek sebagai
berikut:

a. kontribusi terhadap pe.ncapaian target Wmbangsnan
nasiona[;

b. sinergi dengan prcgrufi atau kegtatan yang didanai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBM ; dan

c. hasil pertemuan Program Kerja kuanal rbelumnya dan
masukan terkait lainnya.

2. membahas aspek substantive setiap output mengidentifikasi
tantangan dan hambatan, serta merumuskan langkah
perbalkan untuk penyempurnaan program d,an kegiatan;

3. melaporkan perkembangan plaksanaan proSram setiap
output Wr-kvartal dalam bentuk WP&, dan

4. mengadakan pertenluan rutin program kerja minimal 4
(empat) kali dalam setahun untuk memantau perkembanSan
pelaksanaan proSram yang dilaksanakan oleh MP-MS dan
IINFPA.

*.gala biaya yang diperlukan dalam rangfu pelaksanaan tugas Tim
Koordinasi dibebankan pada AngEaran Pendapatan dan Belanja
Negara Kementenan Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
P erencanaan Pe mbangunan Nasional.

KEDEI,APAN : ...



KIDELAPAN
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Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 3 larunri 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tang;al 31 Mei 2022

MINTIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERNNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARTA

Satinan sesr-:ai dengan aslinya
Kf'1. Bito Huk r-,

z=-
RR Rita Erawati

ttd.



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MXNTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 68 /M.PPN/HK/05/2022
TANGGAL 31, MEI2O22

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI
PROGRAM KERJA SAMA PEMERINTAH Rr-UNFPA STKLUS-7O (2021-2025)

A. TIM PENGARAH

Ketua

Anggota

B. PENANGGLING JAWAB

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas.

1. Deputi Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerlaan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan;

3. Dircktur Jenderal Pencegahan dan Pengendahan
Penyakit, Kementerian Kesehatan;

4 . Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian
Kesehatan;

5. Sekretaris Jenderal, Kementeri an Ketr-hatan;

6. Sekretaris Utama, BKKBN;

7. Sekretaris, KPPPA;

8. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;

9. Ketua Komisi Nasional Perempuan;

10. Sekretaris Utama, BNPB;

1 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

1. Deputi Bidang
Masyarakat dan
PPN/Bappenas;

Pembangunan Manmia,
Kebadayaan, Kementerian

2. Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia.

1. Direktur Kehsarga, Perempuan, Ana\ Pemuda
dan Olahraga, Kenenterian PPN/Bapperus; dan

2. UilsPA Assistant Reprcffntative.

C TIM TEKNIS

Ketua

An88ota...



Ansgota 1. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial,
Kementerian PPN / Bappnas;

2. Direktur Kesehatan dan Gai Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas;

3. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata
laksana, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daeruk.
lV, Kementerian Dalam Negeri;

6. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Kementerian Kesehatan;

7. Dircktur Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak"
Kementerian Kesehatan;

8. Dircktur Pencegahan dan Pengendaban Penyakit
Menular, Kementerian Kesehatan;

9. Dircktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menu1ar, Kementerian Kesehatan;

10. Direktur Petencanaan Tenaga Kes€.hatan,
Kementerian Kesehatan;

11. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut
Usia, Kementerian Kesehatan;

72. Kepala Biro Keuan8an dan BMN, Kementerian
Kesehatan;

13. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan
Teknologi Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

14. Direktur Kesehatan Reproduksi, BKKBN;

15. Kepala Binc Perencanaan dan Keuangan, KPPPA;

16. Direktur Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, BPS;

17. Wakil Ketua Komisi Nasional Perempwrn;

7a. Kel.ala P]'l,s l Data, Informasi dan Hubungan
Masy arak-Zt (Pusdatinmas), BNPB.

D. KELOMPOK KERJA

POKJA KESEHATAN IBU DAN KEBIDANAN (INDI OMHM)

Ketua : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. ReprDductive...



Anggota

POKJA KESEHATAN

IDNlOHUM)

Ketua

AnSSota

2. Repoductive Health Progrumme Srycialist,
IINTPA.

1. Direktur Crzi, Kesehatan Ibu dan Anak,
Kementerian Kesehatan;

2. Direktur Petencanaan Tenag Kesehatan,
Kementerian Kesehatan;

3. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut
Usia, Kementerian Kesehatan;

4. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI);

5. Ketua lembaga Pelayanan dan Pengabdian
Kesehatan Masyarukat (LPPKM) Fakultas
Kesehatan Masyarakat, Ul;

6. National Prcgramme Manaser {NPM)., National
Programme Coordinati g Unit (NPCU').

REPRODUKSI TERINTTGRASI (IDNlORFP, IDNlOHIV,

1. Direktur Kehnrga., Perempuan, Anak, Pemuda,
dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Repoductive Health Ptogramme Specialist,
UNTPA.

1. Direktur Kesehatan dan Glzi Masyarukat,
Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah
lV, Kementerian Dalam Negeri;

3. Direktur Gtzi, Kesehatan Ibu dan Anak,
Kementerian Kesehatan;

4. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Iz;njLLt

Usia, Kementerian Kesehatan;

5. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular, Kementerian Kesehatan;

6. Direltur Bina Kesehatan Reproduksi, BI(KBN;

7. Direktur Bina Akses Pelayanan KB, BKBN;

8. Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB, BKKPN;

9. Direktur Bina Pelayanan Keluarga Belencana
Wilayah Khusus, BKKBN;

10. Kepala Fusat Penelitian dzn Pengembangan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,
BKKBN;

77. Kep^la.

-3-
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POKJA KESEHATAN
(IDNlOAYD)

Ketua

Anggota

77.Kepala Pusat Pelatrhan dan Kerja Sama

Internasional Kependudukan dan KB, BKKBN;

72.Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi
KebencarLaan, BNPB;

1 3 . Ketua lkatan Bidan lndonesia (lBI) ;

74.Ketsa kmbaga Pelayanan dan Pengabd;Lan

Kesehatan Masyarukat (LPPKM) Fakuitas
Kesehatan Masya rakat, Ul

1 5. Ketua Yayasan Kertipraja;
-16.Ketuz 

PKBI DKI Jakarta;
-17 .Ketua Y ayasan P:nllh1,

78.Ketua Jaingan Indonesia Positif (IP);

19.Ketua Doctor Share;

2o.Ketqa Organisasi Perubahan Sosial Indonesia
(OPSI);

21.Ketua Fatayat Nahdlatul 'Ulama (NU)

22. HIV Ptosramme Analyst, UNWA;

23. Humanitarian Ptogr*nme Analyst, UNFPA;

24. Comm unicatios Officer, UNF?A;

25. National l'logrumme Manaser (NPM), National
F?ogtarnme Cootdina ting Unit (NPCU).

PJPRODUKSI REMAJA SERTA PEMBANGUNAN PEMUDA

: 1. Direktur Keluatga, Perempuan, Anak, Pemuda,

dan Olahraga, Kementerian PPN/B appenas; dan

2. Youth and ASRH I'logrunrne AnaIyst,UNFPA;

: 1. Direktur Gizi, Kesehatan Ibu dan Anal
Kementerian Kesehatan;

2. Direktur Grru Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus, Kemendikbudristek;

3. Sekrctaris Dircktorat Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dni, Pendidikan Dasr dan Pendidikan
Menengah, Kemendikbudristek;

4. Kepala Binc Perencanaan, Kementerian Pemuda

dan Olahraga;

5. Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,
Kementerian Pemuda dan Olalvaga;

6. Asisten..



POKJA KEKERASAN

ODNlOGEN)

Ketua

Anggota

-5-

6. Asisten Depufi Kemitraan dan Peng)targaan
Pemuda, Kementedan Pemud,a dan Olahraga;

7. Asisten Kewirausahaan, Kementeian Pemtda dan
Olahraga;

8. Direli:tur Yayasan Siklus Sehat Indonesia (YSSI);

9. Humanitanan tTograrnme Analyst, UMPA;

10. National Ptrlgrarnme Manager (NPM), National
Programme Cootdinating Unit (NPCU).

BERBASIS GENDER DAN PRAKTIK.PRAKTIK BERBAHAYA

1. Direktur Kelr;arga, Perempuan, Ar.ak, Pemuda dan
Olahraga, Kementerian PPN /Bappnas; dan

Z. Gender Ptogramme Specialist, UNFPA.

7. Kepala Bfuo Percncanaan dan Keuangan, KPPPA;

2. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KPPPA;

3. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban
KekeraMn, KPPPA;

4. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dan
Kekerasan, KPPPA;

5. Asisten Deprfit Pelayanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus, KPPPA;

6. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas
Pengasuhan dan Lingkungan, I{PPPA;

7. Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Organisasi
Keaglmaan dut Kemasyarakatan, KPPPA;

8. Asisten Deputi Peningkatan Parfisipasi Keluarga,
KPPPA;

9. Aisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindunga.n
Hak Perempuan, KPPPA;

10. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan
Khusus Anak, KPPPA;

1 1. Wakil Ketua, Komnas Perempuan;

I 2. Ketua Y ay asan Kertipraja;

13. Ketua Yayasan Pulih;

74. Humanitarian Progranme Analyst, UNTPA; dan

15. National hogramme Maaager (NPM), National
l'lograrnme Curdinating Unit (i'{PCto.

POKJA...
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POKJA DINAMIKA KEPENDUDUKAN (IDNI OPDA)

Ketua : 1. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial,

Bappenas;

2. Poyn ation and Development Progrumme
Specialnt,UNFPA.

Anggota : 1. Direktur Keluatga,Perempuan, AnakrPemttda dan
Olah Pa,ga,Bappenas;

2. Dtuektur Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, BPS;

3. Direktur Bina Kesehatan Reprrduksi (sebagai

kccr dinator pr ogr am), BKKBN;

4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kependudukan (PUSDID, BKKBN;

5. Direktur Bina Ketahanan Keluarga l,ansia dan
Rentan (DITHANLAN), BKKBN;

6. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerja sanul
lnternasional (PULIM, BKKBN;

7. Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi
(DITKOMIDU), BKKBN;

8. Direktur Analisa Dampak Kependudukan
(DITDAMDUK), BKBN;

9. Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
(BIHOM), BKKBN;

10. Direktur Advokasi dan Hubungan Antar lembaga
(DTTVOGA), BKKBN;

1 1. Kepala P,rsat Data, Informasi, dan Komunikasi
Kebencanaan, BNPBl

l2.Ketu^ lcmbaga Pelayanan dan Pengabdian
Kesehatan Masyarakat (LPPKM) Fakultas
Kesehatan Masyarakat, UI

1 3. Ha m an i ta ri an Pro9ra m m e An alys t, UI.{FP A;

74. Comm unicafions ...
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74. Communications Officer, UNFPA; dan

15. National Frwramme Manager (NPM), National
fTogramme &nrdnatins Unit (NPCU).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukwn,

Z:>
RR Rita Erawati

trd.


